
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Kuningan memiliki kekayaan yang
berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam
sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang
kehidupan, sehingga fungsi lingkungan hidup harus
dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara
optimal bagi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut
tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah
serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan
hidup ekosistemnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

8. Undang-Undang   Nomor   18   Tahun   2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3853);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4858);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

18.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

19.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun
2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun;

20.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun
2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan
Berbahaya Dan Beracun;

21.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

22.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun
2009 tentang Laboratorium Lingkungan ;

23.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun
2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan
Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;

24.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun
2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun;

25.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun
2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di
Daerah;

26.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun
2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta
Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;

27.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun
2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

28.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun
2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

29.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010
tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan
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Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan
Hidup;

30.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;

31.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun
2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup;

32.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan
Daerah Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

33.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun
2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Lingkungan Hidup;

34.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang
Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

35.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup;

36.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun
2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

38.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110
Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung
beban Pencemaran Air Pada Sumber Air ;

39.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang
Pedoman mengenai Syarat dan tata Cara Perizinan Serta
Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber
Air;

40.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum
Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 115);

41.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2008  Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 70);

42.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 90 Seri E,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010
Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 118);

43.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2011 Nomor 157 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 57);

44.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor
21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraaan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.


